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Menimbang :

BiiPATi I\IATUNA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasai 9 ayat

(U Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6

T'ahun 2Oi6 tenta.ng Pembennrkan <ian Susunan

Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan

Perattrran Daerah Kabupaten Natrrna Nomor 3

Tahun 2OI7 tentang Perubahan Atas Peratrrran

Daerah Nomor 6 tentang Pembentukan cian Susunan

Perangkat Daerah yang mengamanatkan bahwa

pada Dinas Daerah cian Bacian Daerah <iapat

dibentuk Unit Pelaksana Teknis dan ditetapkan

dengan Peraturan Bupati setelah <ii konsuitasikan

secara tertulis kepada Gubernur sebagai wakil

Pemerintahan Pusat;

bahwa pembentukan Unit Pelaksana Teknis Balai

Penyuiuh Pertanian sangat <iiperiukan cialam

membantu melaksanakan tugas kegiatan teknis

operasionai Dinas Pertanian;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

ciimaksuci ciaiam huruf a <ian huruf b, periu

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan

b.
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Organisasi Da.': Tata Ke4a Ltnit Pelaks+r:a 'Fe.L*-is

Balai trenSmluh Fertanian.
)

Unciang-Unciang Nomor 53 Tahun i999 renrang

Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten

Rokan Huiu, Kabupaten Rokan Hiiir, Kabupaten

Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna,

Kabupaten Kuantan Singingi <ian Kota Batam

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

Nomor i81, Tambahan l,embaran Negara Repubiik

Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah

beberapakaii terakirir ciengan Unciang-Undang

Nomor 34 Tahun 2OOB tentang perubahan Ketiga

Atas Undang-Un<iang Nomor 53 'Tahun i999 rentang

Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten

Rokan Huiu, Kabupaten Rokan Hiiir, Kabupaten

Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natrrna,

Kabupaten Kuanian Singingi dan Kota, Batam

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8

Nomor iO7, 'Tambahan i,embaran Negara Repubiik

Indonesia Nomor +88O);

Unciang-Unciang Nomor 25 'Tahun 2OO2 tenmng

Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran

Negara Repubiik incionesia Tahun 2OAZ Nomor i I i,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

i,iomor 4237i',

Undang-Undang l\lomor 32 Tahun 2OOg tentang

Periinciungan dan Pengeioiaan Lingkungan Hiciup

(Lembaran Negara Republik Indonesia ?ahun 2OOg

Nomor 140, 'T'ambahan Lembaran Negara Repubiik

Indonesia Nomor 5059);

Unciang-Un<iang Nomor i2 Tahun zOLi tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Incionesia Tahun 20 1 i
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Incionesia Nomor 52'341;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang

Aparatur Sipii Negara (Lembaran Negara Repubiik

Mengingat i.

2.

3.

4.
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InConesia ?a,Lru:r 1gt+ Nsmor 6, ?ar:nbahan

Lernbaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 5a9a);
iin*qno-ii-.{--q \Inmnr ''i? Tahr* ZO1+ !3:13ranov^rq*^b i-v^.iui -J iqiqii L'J a- LLiiL€LiiE,

Pemerintahan Daerah {Lembar:an Negar:a Republik

ineionesia Tahun 2Oi4 iriomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5537)

sebagaimana teiah diubah beberapa kaii terak:irir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan Ke<iua Atas Undang-Un<iang

Nomor 23 Tahun 2Ot4 tentang Pemerintahan Daerah

(irmbaran Negara Repubiik incionesia Tahun 2Oi5

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik

Incionesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016

tentarng Perangkat Daerah (i,embaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor LL4,
'T'ambahan Lembaran Negara Repubiik in<ionesia

Nomor 5887);

Peraturan Pemerintah Nomor i i 'Tahun 2Oi7

tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran

Negara Repubiik Indonesia Tahun 2077 Nomor 63,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6037);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun

2077 tenlang Pecioman Pembentukan <ian Kiasifikasi

Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah

(Berita Negara Repubiik Indonesia Nomor 45i Tahun

20171;

Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangi<at Daerah (iembaran Daerah Kabupaten

Natuna Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah di

ubah ciengan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna

Nomor 3 Tahun 2Ol7 tentang Perubahan Atas

Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun

2Ol7 Nomor 3).

7.

8.

9.

tu.
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Menetapkan :

?

MEMLTTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTA,NG PEMBENTUKAN

f\TlflA$ll*,A<ii i-rAN 'fATA iiBti-Ih iiiliiT 13fi':I AIlflAhIn. vi-iz L t4 ailuiitiii

TtsKNIS BAIJ.I PEI{Y-IJLUH PER?ANIAN.

BAB i
KETENTUAN UMUM

Pasai i
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

i. Daerah adaiah Kabupaten Natuna.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat

Daerah sebagai unsur penyeienggara Pemerintah

Daerah.

3. Bupati aciaiah Bupati Kabupaten llt-atuna.

4. Dinas Pertanian adalah unsu.r pelaksana urusan

pemerintahan yang menjacii kewenangan Daerah <ii

Kabupaten Natrrna.

5. Unit Peiaksana Teknis seianjutnya <iisebut UPT'

adalah Organisasi yang melaksanakan kegiatan

teknis operasionai danTatau kegiatan teknis

penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah

cii Kabupaten lt[atuna.

6. Kelompok Jabatan Fungsional adalah unsur

peiaksana kegiatan tei<nis berciasarkan bidang

keahlian pada Unit Pelaksana Teknis.

7. Balai Penyuiuh Pertanian aciaiah Unit Peiaksana

Teknis pada Dinas Pertanian yang melaksanakan

penyuiuhan pertanian.

BAB ii
PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

UI\I T j,ET.Ah.5AI\A I I'I1.I\IS

Bagran Pertama

pARAF rdffiftffiffifis&&;mt
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Pdsal 2

Pernerintah Daerah membentuk UPT pada Dinas

Fertanian dengan :larna UPi Balai Fen3;!.;i=

Pertanian dengan Tipe A;

Untuk meiaksanakan iungsi Feiayanan <ian

memudahkan pelaksanaan tugas Bidang pertanian

dapat <iibenruk wiiayah kerjalunit kerja non

struktural di Kecamatan yang dipimpin oleh seorang

Koorciinator.

Bagran Keciua

Kedudukan Unit Pelaksana Teknis

Baiai Penyuiuh Pertanian

Pasai 3

UPT Balai Penyuluh Pertanian pada Dinas Pertanian

merupakan saiah satu unit Peiaksana Teknis

dilingkungan Dinas Pertanian yang dipimpin oleh

Kepaia UPT seringkat ciengan eseion iV.A <ian

dibantu oleh Kepala Sub Bagran Tata Usaha dengan

eseion iV.B.

Kepala UPT Balai Penyuluh Pertanian dalam

meiaksanakan tugas berada di bawah cian

bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pertanian.

BAB Iii
TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Ui\iiT PELAKSAI{A TEKi.ii S

Bagian Kesatu

Tlrgas Unit Pelaksana Teknis

Baiai Penyuiuh Pertanian

Pasal 4

UPT Balai Penyuluh Pertanian mempunyai tugas

meiaksanakan penyuiuhan perranian berdasarkan

program pen}ruluhan.

(U
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Baeia:: Kedua

Fungsi Unit Pelaksana Teknis
Rqloi Eenrnrlrrh i]eriqniqn

Pasai 5

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud

<iaiam Pasai 4, UPT Baiai Penyuiuh Pertanian mempunyai

fungsi:

a. menyiapkan dan men)rusun program penyuiuhan

pertanian sejalan dengan program penyuluhan di

Daerah;

meiaksanakan penyuiuhan Pertanian berciasarkan

program pen5ruluhan;

menye<iiai<an cian menyebarkan iniormasi tekroiogi

pertanian, sarana produksi pertanian, pembiayaan

pertanian <ian pasar;

memfasilitasi pengembangan kelembagaan dan

kemitraan peiaku utama;

memfasilitasi peningkatan kualitas pen5ruluh

pertanian, pen5ruiuh swa<iaya pertanian cian

penyuluh swasta melalui proses pembelajaran secara

berkeianjutan;

melaksanakan proses pembelajaran melalui

percontohan cian pengembangan moriel usaha bagi

pelaku utama dan pelaku usaha.

Bagran Ketiga

Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis

Baiai Penyuiuh Pertanian

Pasai 6

Susunan Organisasi UPT Balai Penyuluh Pertanian

terciiri dari :

a. Kepala UPT;

b. Sub Bagian Tata Usaha; cian

c. Kelompok Jabatan Fungsional.

b.

c.

d.

e.
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izt Ragan stn:ktu,* Susunan Organisasi UPT Belai

Penyuluh Pertanian sebagaimana tercantum dalam
Lqrn'rrnirr=n 'ttay!(t :r>errrrrnqlrrrvr ilqoion lrqhc tirioL.^.v.6ii*..-^ --6iiEi J#i5 uuc.il

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasai 7

Susunan Organisasi Unit Kerja UPT Balai Penyuluh

Pertanian terdiri dari Koorciinator Wiiayah

Kecamatan dan dibantu oleh Tenaga Pelaksana

Lapangan;

Bagan stmktur. Susunan Organisasi Unit Kerja UPT

Balai Penyrrluh Pertanian sebagaimana tercantum
.il^l^: f +a+i+a- E^,.'.*l-^- 1*^-:^- GiI^l-Lta-rattt tze-tttvtta-rt vd-rtx tttclatIJattLaa.II iJaaglazti vd-iiu aiija.ii'

terpisahkan dari ;r;rm errp*ri irril 
r o

BAB iV

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu

Tugas Pokok, fungsi dan uraian tugas Kepala Unit

Peiaksana Teknis Baiai Penyuluh Pertanian

Pasai 8

Kepala UPT Balai Penyuluh Pertanian mempunyai

tugas meiaksanakan penyuiuhan perianian

berdasarkan program penyuluhan pada tingkat

Kecamata"n.

Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud pada

ayat (i), Kepaia UPT Baiai Penyuiuh Perianian

mempunyai fungsi :

a. meiaksanakan koordinasi peiaksanaan

operasional kelembagaan penyuluh;

menyiapkan cian men5rusun program pen5ruiuh

pertanian yang disesuaikan dengan program

penyuiuh perianian Kecamatan,

Desa/Kelurahan dan/atau unit kerja lapangan;



ASSISTEN

c. melaksar:a-ka.q I perl-y-.',4gr-ao berdasa--kan

program penSruluhan;

C. melak-sanai.-ar: pen;,'ediaan =l.-ses infcrmasi,

teknologi, sarana produksi, pembiayaafi

penyuiuhan, dan pasar;

e. melakukan pembinaan kelembagaan petani;

f. meiaksanakan evaiuasi, monitoring cian

pelaporan pelaksanaan kegiatan.

(3) Uraian tugas Kepaia UPT Baiai Penyuiuh Pertanian

sebagai berikut :

a. meiaksanakan serta mengkoorriinasikan

pelaksanaan operasional kelembagaan

penyuiuhan;

b. menyiap, menyusun program penyuluhan

pertanian yang disesuaikan dengan progra.m

pertanian Kecamatan, Desa/Kelurahan

<ianlatau unit kerja iapangan;

c. memfasilitasi terselenggaranya program

pen5ruiuhan pertanian Kecamatan, Desa atau

unit kerja iapangan di wiiayah kerja Batai

Penyuiuh Penanian;

d. mefasilitasi proses pembelajaran petani dan

peiaicu bisnis iainnya sesuai <iengan

kebutuhanya;

e. menyeciiakan cian menyebariuaskan informasi

dan teknologi pertanian;

f. meiaksanakan kaji rerap rian percontohan

usaha tani melalaui penerap€Ln teknologi yang

direkomen<iasikan oieh Baiai pengkqiian

teknologi Pertanian;

mensosiaiisasikan rekomen<iasi dan

mengihtiarkan akses kepada sumber-sumber

informasi yang dibutuhkan petani;

melaksanakan pembinaan terhadap kinerja
bawahan <iaiam ruang iingkup Baiai Penyuiuh

Pertanian;

meiaksanakan ttrgas iain yang ciiberikan oieh

atasan.

ob'
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Elacian l{ez{rra

Thgas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Sub Bagian Tata

Usaha Unit. Pelak-sana Teio-nis Beiei Pen3 ;i.:n Pertg::ian

Pasai 9

(1) Sub Bagian Tata Usaha pada UPT Balai Penyuiuh

Pertanian <iipimpin oieh Kepaia Sub Bagran Tata

Usaha

(2i Sub Bagian Tata Usaha pacia UPT' Baiai Penyuiuh

Pertanian mempunyai tugas pokok melaksanakan,

mengeioia urusan ketatausahaan yang meiiputi

urusan surat menyurat, administrasi kepegawaian,

periengkapan, keuangan cian urusan rumah tangga

serta memberikan pelayanan administrasi.

(3i Daiam menyeienggarakan irrgas pokok sebagaimana

dimaksud pada ayat (11, Sub Bagian Tata Usaha

mempunyai iungsi :

1-^;^ 'T^+^ TT-^l^^ ^^,1^ rTDrTraa-. lrrvtr_y Lls ulr l t-rluala ALr_la I ala \,, Ddlrta llra-t.td- \.r l t

Baiai Penyuiuh Pertanian.

b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis

aciministrasi rrmum, kepegawaian, keuangan,

perencanaan dan evaluasi serta pelaporan;

c. meiaksanakan penyeienggaraan urusan

administrasi umum, kepegawaian, perencanaan

cian pengeioiaan keuangan;

d. melaksanakan pembinaan, pengkoordinasian,

pengenciaiian, pengawasan program cian

kegiatan; dan

e. meiaksanakan tugas iain yang <iiberikan

pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi.

(4) Uraian tugas Sub Bagian Tata Usaha pada UPT Baiai

Penyuluh Pertanian sebagai berikut :

menyiapkan penyeienggaraan penatausahaan

surat menyurat;

menyiapkan penyeienggaraa.n

pengadministrasian kepe gawaian :
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mamrianlzan dan mpmfaoilitaoi Daaarrrai arand,rtvra-l t4lrtr4t v4rt , vrlq rr 4 _f qttr\

akan mengikuti kegiatan Fengernbangan

Sn-m?.-- T'i=rrs iiiqnrreiq..l^*^uUr*,

melaksanakan penda"Laan dan pemetaafi. data

informasi Baiai Penyuluh Fertanian;

meiaksanakan pengelolaan administrasi

keuangan;

melakukan pengelolan inventarisasi barang

miiik UPT Baiai Penyuiuh Pertanian;

melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan

UPT Baiai Penyuiuh Pertanian;

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh

Kepaia UPT Baiai Penyuiuh Pertanian.

Bagian Ketiga

Ttrgas Pokok, Fungsi dan Uraian T\rgas Kelompok

Jabatan Ftrngsionai Unit Peiaksana Teknis

Balai Penyuluh Pertanian

Pasai 1O

Kelompok Jabatan Fungsional pada UPT Balai Penyuluh

Pertanian mempunyai tugas pokok meiaksanakan

sebagaian tugas UPT sesuai dengan keahlian dan

kebutuhan.

Bagran Keempat

Koorciinator

Pasai il
Koordinator Unit Kerja UPT Balai Penyuluh

Pertanian sebagaimana ciimaksuci ciaiam Pasal 7

ayat (1) huruf a merupakan jabatan fungsional yang

bertugas meiaksanakan pembinaan aciministrasi <ian

teknis Bidang Pertanian;

Koorciinator Unit Keda UPT Baiai Penyuiuh

Pertanian yang dibanhr oleh petugas pelaksana

iapangan memiiiki rugas mengorga.nisasikan,

mengarahkan, mengkoordinasikan, mengendalikan,

mengawasi urusan Penyuiuhan Biciang Pertanian.

Atl.

e.

f.

ob'

h.
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BAB V

TATA KERJA

Pasai i2
Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPT Balai

Penyuiuh Pertanian cian keiompok tenaga

fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi,

integrasi cian sinir:ronisasi kepa<ia Dinas Pertanian.

Kepala UPT Balai Penyuluh Pertanian

bertanggungawab memlmpln dan

mengkoordinasikan bawahan dan memberikan

bimbingan serta petunjuk bagi peiaksanaan tugas

bawahannya;

Kepaia UPT Baiai Penyuiuh Pertanian wajib

mengikuti dan mematuhi petunjuk dan

bertanggungiawab kepacia atasan cian menyiapkan

laporan berkala tepat pada waktun"va.

Laporan yang diterima oieh Kepaia UPT Baiai

Penytrluh Pertanian dari bawaha.nnya wajib diolah

cian ciipergunakan sebagai bahan untuk pen5rusunan

laporan lebih lanjut dan untuk memberikan

petunjuk kepacia bawahan;

Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada

atasan, tembusan iaporan wajib <iisampaikan

kepada satuan organisasi lain -yang secara

fungsionai mempunyai hubungan kerja;

Dalam melaksanakan tugas Kepala UPT Balai

Penyuiuh Pertanian meiakukan pembinaan <ian

pengawasan terhadap satuan organisasi dibawahnya

secara berkaia.

BAB Vi

PEMBIAYAAN

Pasai

(r)

(4)

(5)

(6)

Segala biaya yang dibutuhkan

Unit Peiaksana Tei<nis Baiai

pada:

i3
dalam pelaksanaan tugas

Benih Utama <iibebankan
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Anacaran Dcnrlanafan, ttr<ra4 4r, . vttsuPs@,

Ka.bupaten Natuna;
t\ (hrmlta- lain rrano eqlr riqn iiriq'rz menoilro.i o-o--oissBL i--viaSa.LgL Jvgua

dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VlI

KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Bupati

<iiunciangkan.

Pasai 14

ini mulai berlaku pada tanggal

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahklan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan

penempatannya daiam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan cii Ranai

iD RIZAL

Diundangkan di Ranai

pada tanggal tZ Des€M-b<lt 2o(0

SEIGE"TARIS DAERAH

KABUPATEN NATUNA,

PARAF KOORDINASI

ASSISTEN

KABAG HUKUM v
KASUBBAG (

a

i
t

dan Belania Daerah

2otB

BERITA DAERAH ITABUPATEN NATUI\IA TATIUN 2OI8 NOMOR @
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I,AIviPIRAN
PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR g8 TAHUN 2Ot8
TENTANG PEMBENTUI$I\i ORGANISASI DAN
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
BAI*AI PENYULUH PERTANIAN.

E ALIAI\ DUbUI\/TI\ \,'K\,AI\IDADI

UPT BALAI PEI{YULUH PERTANIAN

KEPAI,A
UNIT PEI.AKSANA TEKNIS

JABATAN FI.JNGSIONAL SLIB BAGIAN TATA USAHA

KOORDINATOR WII.AYAH
t^-ll.utlh&.11.r.&.I\

PARAF KOORDINASI

ASSISTEN

KABAGHUKUM 7
KASUBBAG ,(

4


